
BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat
(6), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan
Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah

ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2022,

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan
oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang
Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU)
maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 perlu diubah,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang
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Mengingat

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2022,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6760),

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057):

|

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322),

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah

Daerah,

5.
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Menetapkan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067),

8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun
2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
TAHUN 2022.

Pasal I
|

Beberapa Ketantuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Agam Tahun 2022 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut :
:

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah

negara untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
|

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan
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Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan
sebesar:
a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 7.917.202,-

/bulan: dan
b. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.502.137,-/bulan

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan
rumah negara untuk Pimpinan dan Anggota DPRD,
Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tidak diberikan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI AGAM,

Aa »
TeKANDRI

WARMAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Ya
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EDI BUSTI
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BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR I2

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 35 Februari 2022
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